BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 2.B TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ca.

BUPATI PESAWARAN,

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan
Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif,
efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung
jawab mulai dari keseluruhan proses perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban mengakibatkan tugas dan
beban kerja yang bertambah berat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan obyekif dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah
Kabupaten Pesawaran, terdapat Pejabat dan Staf
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah dengan
beban kerja melampaui beban kerja normal,
sehingga perlu diberikan tambahan penghasilan;

bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab



10.

11.

12.

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 1);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor
16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati

Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor
41);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Pesawaran.

3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Pesawaran.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan daerah.

6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah Kepala Daerah yang karena
jabatannya berwenang menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

7. Pejabat  Pengelola  Keuangan Daerah  yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.



8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pesawaran.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut SKPKD adalah BPKAD.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut
BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai BUD.

11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPA-
PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran
BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pejabat dan Staf Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibebani pekerjaan untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja
normal.

(2) Pejabat dan Staf Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

Pemegang Kekuasaan PKD;

Koordinator PKD;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/BUD;

Kuasa BUD

Koordinator Pelaksana PKD; dan

Staf Pelaksana PKD.

(3) Besarnya tambahan penghasilan yang diterima oleh Pejabat dan Staf
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), didasarkan pada asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

(4) Pejabat dan Staf Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Besarnya tambahan
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

O Q0 TP

Pasal 3

(1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dianggarkan dalam DPA-PPKD.



Pasal 4

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tidak diberikan kepada kepada Pejabat dan Staf Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Daerah yang :

a.

Sedang menjalani cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting
lebih dari 20 (duapuluh) hari, cuti di luar tanggungan negara, cuti
sakit lebih dari 1 (satu) bulan;

. Sedang menjalani pidana penjara atau kurungan atau menjalani

hukuman disiplin dan/atau sedang mengajukan keberatan atas
pengenaan hukuman disiplin;

Meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 10 (sepuluh) hari
berturut-turut;

Sedang menjalani tugas belajar;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 21 Januari 2014

BUPATI PESAWARAN,
dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 21 Januari 2014
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 2.B

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002



